60

BAB III

PENUTUP
A. Kesimpulan
Sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, Pengadaan
Tanah untuk Jalan Tol Yogyakarta-Solo di Desa Sariharjo, Ngaglik, Sleman, telah
menyelesaikan tahap Perencanaan dan Persiapan (sesuai SK Penetapan Lokasi) dan
saat ini berada dalam Tahap Pelaksanaan pada kegiatan Inventarisasi dan
Identifikasi (Invent-Indent). Pengadaan tanah dilaksanakan melalui empat tahapan
utama, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil, yang
seluruhnya bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan
pembangunan negara dan perlindungan hak-hak masyarakat yang tanahnya
terdampak. Dalam setiap tahapan tersebut, prinsip keadilan, keterbukaan,
kesepakatan, dan kepastian hukum menjadi landasan utama agar proses pengadaan
tanah berjalan secara layak dan adil.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan, Penulis memberikan saran yang
terkait, yaitu:
1. Dalam Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian, Penilai Publik harus
memberikan laporan ringkas yang mudah dipahami oleh masyarakat.
Laporan ini harus merinci secara eksplisit dan terbuka komponen

perhitungan untuk nilai tanah, bangunan, tanaman, dan yang terpenting,
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komponen kerugian non-fisik (kerugian usaha dan biaya pindah).
Transparansi ini akan membangun kepercayaan dan meminimalisir

sanggahan.
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